KLIPING MEDIA 2024
LEBONG

SELASA, 04 JUNI 2024
KATEGORI BERITA:

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
% PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUBBAGIAN HUMAS DAN TU KEPALA PERWAKILAN

SUMBER BERITA:

‘ Harian Rakyat Bengkulu ‘ ‘ ‘ POSITIF

NETRAL

SILPA APBD Lebong 2023
Capal Rpl14,7 Miliar

LEBONG - Sisa Lebih Perhitun-
gan Anggaran (SILPA) pada Angga-
ran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APED) Kabupaten Lebong Tahun
Anggaran 2023 mencapai Rp14,7 miliar

Hal ini tertuang dalam Nota Pengantar
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Lebong
Tahun Anggaran 2023.

Nota pengancar Raperda itu disam-
paikan Bupati Lebong, Kopli Ansori
pada Rapat Paripurna Penyampai
Nota Pengantar LKPD TA 2023, Senin,
3 Juni 2024.

SILPA mencapai Rp14,7 miliar terdiri
atas, SILPA riil di BUD (Beyound Use
Date) yang merupakan saldo akhirrek-
ening koran Kabupaten Lebong per 31
Desember mencapai Bp 1,2 miliarlebih.

Kemudian, sisa kas di bendahara
penerimaan yang merupakan kas
terlambat setor per 31 Desember 2023
mencapai Rp34 juta lebih.

Sisa kas di Bendahara Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit
Umum Daerah (RUSD) Lebongdiangka

Rpl1,4 miliar.

Sisa kas Bendahara Bantuan Opera-
sional Sekolah (BOS) SD dan SMP di
Kabupaten Lebong mencapal Rp48 juta
dan Kas Bendahara FKTP/JKN pada
13 Puskesmas di Kabupaten Lebong
di angka Rp1,7 juta.

Atas SILPA mencapal Rpl4 miliar,
kedepannya DPRD Kabupaten Lebong
meminta agar pENEEUNAAN anggaran
dapat lebih dimaksimalkan lagi.

“Beberapa catatan yang disampaikan
DPRD Kabupaten Lebong Insya Allah
akan segera kita tindak lanjuti,” kata
Bupati.

Diterangkan Kopli, penyampaian
LEPD merupakan sebuah kewajiban
yang harus dilakukan oleh Pemerintah
Daerah yang tertuang dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Penge-
lolaan Keuangan Daerah.

Serta Peraturan Pemerintah Nomor
71 tahun 2010 tentang Standar Akurtansi
Pemerintahan dan Peraturan Menteri
Dalam MNegeri Nomor 64 tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akun-
tansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah.

Bahkan terang Kopli, penjelasan
Rancangan Peraturan Daerah (Rap-
erda) tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD tahun anggaran
2023 telah diaudit oleh Badan Pemer-
iksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan
Bengkulu, beberapa waktu lalu.

“Alhamdulilah Pemkab Lebong Kabu-
paten Lebong kembali mendapatkan
Opini WTP. Bahkan Kabupaten Lebong
sudah 8 kali mendapatkan Opini WTP
dari BPK," ujar Kopli.

Kopli memastikan, program prioritas
vang telah berjalan di 2023 lalu pasti
akn dilanjutkan di 2024 ini.

Namun, tidak semua program di 2023
akan dilanjutkan. Karenaada beberapa
program yang akan dievaluasi dan ada
juga beberapa program yang akan
ditingkatkan dan diteruskan.

“Mana yang menjadi prioritas akan
kita laksanakan dengan pagu ang-
garan 2024 ini. Tapi dalam hal ini,
poin-poinnya belum saya cek secara
menyeluruh,” tutupnya.(eng)
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